
BUPATI MAGD「 AN

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA

PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MAGETAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2OI3 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 20A6 tentang Administrasi

Kependudukan, Pengurusan dan penerbitan Dokumen

Kependudukan tidak dipungut biaya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ll2 ayat (1) Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa (Jmum, Bupati dapat membebaskan atas

pokok Retribusi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurrf a dan huruf b, serta sebagai wujud peningkatan

pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima
yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan

kependudukan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak

Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun Lg74 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

301e);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun L992 tentang Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3a741;

Mengingat : 1.

b.

C.

2.



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Perlindungan Anak (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 1O9, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4325);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44441;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah'(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4a381 ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lrmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO6 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O6 Nomor L24, Tarrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O13 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20O6 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

, Indonesia Tahun 2O13 Nomor 232, Tarnbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
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1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia);

1O. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO6 tentang
Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O07 Nomor g0, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

11. Keputusan presiden Nomor gg Tahun 2OO4 tentang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
119);

12. Peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2OOg tentang
Persyaratan dan ?ata Cara pendaftaran penduduk dan
Pencatatan Sipil;

13. Peraturan presiden Nomor 26 Tahun ZinOg tentang
Penerapan Kartu Tanda penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan presiden Nomor 35 Tahun 20lO tentang
Perubahan Atas peraturan presiden Nomor 26 Tallun 2OO9
Tentang Penerapan Kartu Tanda penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional;

14. Peraturan Fresiden Nomor ll2 Tahun 2OIA tentang
Penerapan Kartu Tanda penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O13 Nomor 257);

15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Agama Nomor, I2S Tahun 2OOg tentang pelaporan
Penyelenggaraan Pendataan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 13 ?ahun 2O06 tentang Pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 31O);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2O1O

tentang Pedoman pelayana-n Administrasi terpadu di
Kecamatan;
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Menёtapkan:

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1l Tahun 2O1O
tentang Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan
Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O7O
tentang pedoman pencatatan perkawinan Dan pelaporan
Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;

2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010
tentang Formulir {an Buku yang Digunakan Dalam
Pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil;

'21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 694);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2OOg
tentang Urusan pemerintahan Kabupaten Magetan
(Lembaran Daerali Kabupaten Magetan Tahun 2OOg Nomor
2);

23. Peraturan Daera} Kabupaten Magetan Nomor g tahun 2OOg
tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran daerah kabupaten Magetan Tahun 2OOg Nomor
8);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2O1O
tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9 Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 8);

'25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor I Tdnun 2Ol2
Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2O12 Nomor l, Tambahan lrmbaran
Daerah Kabupaten Magetan Nomor l);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANC PEMBEBASAN RETRIBUSI

PENGGANTIAN BIAYA CB「AK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pembebasan Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta
Catatan Sipil.
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Pasal 2

Ketentuan tebih lanjut mengenai pelaksanaan pembebasan
Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda penduduk Dan
Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan
Sipil Kabupaten Magetan.

Peraturan Bupati ini mulai :.-" pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut shmpai dengan tanggal 2 Januai 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabdpaten Magetan

Ditetapkan di Magetan

pada tangga130」 anuari 2014

Diundangkan di Magetan

pada tangga1 30 」anuari 2014

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 4
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